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WALIKOTA PROBOLINGGO 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 33 TAHUN 2011 

TENTANG 

PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2012 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

          

Menimbang  : a.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 186 dan Pasal 187 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, Rancangan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 

2012 masih dalam proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur, 

maka sambil menunggu hasil evaluasi dan demi kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan Kota Probolinggo, maka 

Walikota melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar 

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 

sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang 

disusun dalam Rancangan Peraturan Walikota tentang 

Penggunaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka untuk 

memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Timur guna 

melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Probolinggo Tahun Anggaran 2012.  

       

Mengingat   :  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 

Agustus 1950); 
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2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4844); 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pempinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana tela diubah terakhir kalinya dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pempinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ; 

23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 

Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 

Nomor 6); 

24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Probolinggo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2011 Nomor 1). 

 

MEMUTUSKAN : 

        

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG 

PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2012 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai 

berikut :  

1. Pendapatan Daerah    Rp. 563.358.318.274,29 

2. Belanja Daerah    Rp.  622.123.356.835,63 (-) 

                        Surplus/(Defisit)  Rp.  58.765.038.561,34 
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3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan   Rp.   61.415.821.509,45 

b. Pengeluaran  Rp.     2.650.782.948,11 (-) 

                   Pembiayaan Netto   Rp.  58.765.038.561,34 (-) 

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :    Rp.      0 

 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah   Rp.   61.488.686.225,29 

b. Dana Perimbangan   Rp. 374.021.412.478,00 

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp. 127.848.219.571,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah    Rp. 10.680.723.250,00 

b. Retribusi Daerah Rp.   10.479.286.817,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  

 dipisahkan   Rp.   1.953.354.158,29 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp.  38.375.322.000,00   

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.   40.119.077.478,00 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 311.327.135.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.   22.575.200.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah     Rp.     3.674.015.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau dari  

 Pemerintah Daerah lainnya Rp.   32.510.893.531,00 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.   78.229.091.040,00 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 

 Daerah Lainnya   Rp.   13.434.220.000,00 

 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung   Rp. 294.474.967.270,72 

b. Belanja Langsung   Rp. 327.648.389.564,91 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai    Rp. 262.889.732.270,72 

b. Belanja Hibah   Rp.   18.871.685.000,00 
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c. Belanja Bantuan Sosial   Rp.   11.087.550.000,00 

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ 

 Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Rp.        626.000.000,00 

e. Belanja Tidak Terduga   Rp.     1.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai   Rp.   51.479.934.725,00 

b. Belanja Barang dan Jasa  Rp. 160.020.617.688,40 

c. Belanja Modal   Rp. 116.147.837.151,51 

 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan Rp.   61.415.821.509,45 

b. Pengeluaran Rp.     2.650.782.948,11 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 

(SILPA) ........................................................ Rp.   61.415.821.509,45 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

...................................................................... Rp.    2.650.782.948,11 

 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran  I : Ringkasan APBD ; 

2. Lampiran  II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi ; 

3. Lampiran  III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan ; 

4. Lampiran  IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi , Program dan Kegiatan ; 

5. Lampiran  V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Fungís dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negera ; 

6. Lampiran  VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

7. Lampiran  VII : Daftar Piutang Daerah ; 
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8. Lampiran  VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ; 

9. Lampiran  IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 

Aset Tetap Daerah ; 

10. Lampiran  X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 

aset lainnya ; 

11. Lampiran  XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;  

12. Lampiran  XII : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan 

13. Lampiran  XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 

Pasal 6 

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari 

Gubernur Jawa Timur dan diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
 

Ditetapkan di   Probolinggo 

pada tanggal 27 Desember  2011 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

H.M. BUCHORI 

Diundangkan di Probolinggo 
pada tanggal   27  Desember   2011  

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19570425 198410 1 001 
 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 33 

Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
AGUS HARTADI 

Pembina Tingkat I 
NIP. 195660817 199203 1 016 


